
  



  

DOKUMEN RKT 

DIPA DITJEN AHU – 408772 

TA 2023 



1Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408772)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (03)

SULAWESI SELATAN: (19)

Ditjen Administrasi Hukum Umum

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 3,733,557,000 3,733,557,000

Sasaran Program :

09 Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum
Umum yang Berkepastian Hukum
Indikator Kinerja Program :

09.01 Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi
hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum

10 Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran

Indikator Kinerja Program :

10.01 Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah
pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti

5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 3,733,557,000 3,733,557,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase peningkatan PNBP Administasi Hukum Umum di

02 Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan

01 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat

5251.AEA               27.00 kegiatan 527,063,000 527,063,000Koordinasi [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01 Terselenggaranya Koordinasi dengan Instansi Terkait

001                   27.00
kegiatan 527,063,000 527,063,000Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait

Indikator RO

01 Terselenggaranya koordinasi Divyankum dengan instansi  terkait

5251.BAH
               4.00 layanan,

bidang, dokumen,
Miliar Rp, titik

1,554,752,000 1,554,752,000Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01 Terselenggaranya Pelayanan Publik Lainnya

001                    4.00 layanan 1,554,752,000 1,554,752,000Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Indikator RO

01 Terselenggaranya Layanan AHU di Wilayah

5251.BCB                1.00 Perkara,
Berkas Perkara 38,900,000 38,900,000Perkara Hukum Lembaga [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01 Terselenggarannya Perkara Hukum Lembaga

001                    1.00 Perkara 38,900,000 38,900,000Penanganan perkara pada kantor wilayah

Indikator RO

01 Terselengaranya Penanganan Perkara pada Kantor  Wilayah

5251.BIC
               9.00 Lembaga,
Laporan, Badan Usaha,

Penyalur, Keputusan
1,612,842,000 1,612,842,000Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 19.51 KOTA

MAKASSAR

Indikator KRO

01 Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian  Lembaga

001                    9.00
Lembaga 1,612,842,000 1,612,842,000Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah

Indikator RO

01 Terselenggarannya Pengawasan Kenotariatan pada  Majelis
Pengawas di Wilayah

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

Makassar, 2 Januari 2023



  

DOKUMEN RKT 

DIPA DITJEN SETJEN – 408773 

TA 2023 



1Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408773)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

SULAWESI SELATAN: (19)

Sekretariat Jenderal

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

013.01.WA Program Dukungan Manajemen 20,832,806,000 20,832,806,000

Sasaran Program :

07
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan
Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan
Mengoptimalkan Kualitas Layanan  Berbasis TI
Indikator Kinerja Program :

07.01 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"

07.02 Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90

1558 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM 20,832,806,000 20,832,806,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor

1558.EBA
               6.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

18,100,906,000 18,100,906,000Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 19.51 KOTA
MAKASSAR

Indikator KRO

01 Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

02
Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai
ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM

03 Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

04 Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti

05 Persentase publikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM yang terintegrasi

06 Jumlah layanan Protokoler

956                    1.00
Layanan 458,515,000 458,515,000Layanan BMN

Indikator RO

01 Persentase satuan kerja yang data BMN-nya tercatat, tervalidasi
dan akurat

958                    1.00
Layanan 603,470,000 603,470,000Layanan Hubungan Masyarakat

Indikator RO

01 Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang
disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat

959                    1.00
Layanan 172,060,000 172,060,000Layanan Protokoler

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah
sesuai dengan peraturan

960                    1.00
Layanan 42,560,000 42,560,000Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan
yang dilaksanakan oleh Kanwil

962                    1.00
Layanan 85,950,000 85,950,000Layanan Umum

Indikator RO

01 Indeks kepuasan pengguna layanan umum

994                    1.00
Layanan 16,738,351,000 16,738,351,000Layanan Perkantoran

Indikator RO

01 Persentase Realisasi Belanja Pegawai dan Pemeliharaan Kantor

1558.EBB               61.00 Unit, m2,
Paket 202,000,000 202,000,000Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 19.51 KOTA

MAKASSAR
Indikator KRO



2Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408773)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

SULAWESI SELATAN: (19)

Sekretariat Jenderal

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

Indikator KRO

01 Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor

02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

04 Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan

951                   61.00 Unit 202,000,000 202,000,000Layanan Sarana Internal

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Pengadaan Sarana internal kantor Wilayah
yang dilaksanakan sesuai ketentuan

1558.EBC              188.00 Orang,
Layanan, Rekomendasi 549,592,000 549,592,000Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 19.51 KOTA

MAKASSAR
Indikator KRO

01

Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat
di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan
Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM

954                  188.00 Orang 549,592,000 549,592,000Layanan Manajemen SDM

Indikator RO

01

Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di
dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan
Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM

1558.EBD
               4.00 Dokumen,

Layanan, Laporan,
Rekomendasi

1,980,308,000 1,980,308,000Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 19.51 KOTA
MAKASSAR

Indikator KRO

01
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan
penganggaran berorientasi pada hasil/outcome

02

Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang konsisten melakukan
penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penyerapan
Anggaran

03
Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki nilai LAKIP
minimal (BB)

04
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan
keuangan sesuai standar akutansi pemerintahan

05
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan
area perubahan Reformasi Birokrasi

952                    1.00
Dokumen 758,148,000 758,148,000Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Indikator RO

01
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan
penganggaran berorientasi pada hasil/outcome

953                    1.00
Dokumen 358,436,000 358,436,000Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Indikator RO

01 Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki LAKIP

955                    1.00
Dokumen 339,265,000 339,265,000Layanan Manajemen Keuangan

Indikator RO

01
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan
keuangan sesuai standar akutansi pemerintahan

961                    1.00
Dokumen 524,459,000 524,459,000Layanan Reformasi Kinerja

Indikator RO



3Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408773)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

SULAWESI SELATAN: (19)

Sekretariat Jenderal

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

01
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area
perubahan Reformasi Birokrasi

Makassar, 2 Januari 2023

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001



  

DOKUMEN RKT 

DIPA DITJEN 

PEMASYARAKATAN – 408775 

TA 2023 



1Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408774)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (05)

SULAWESI SELATAN: (19)

Ditjen Pemasyarakatan

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 985,846,000 985,846,000

Sasaran Program :

06 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
Berkualitas
Indikator Kinerja Program :

06.01 Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan

06.02 Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan

06.03 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan

06.04 Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan
Tahanan

07

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang
Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis
HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang
Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien
Pemasyarakatan
Indikator Kinerja Program :

07.01 Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana

07.02 Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

07.03 Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien
Pemasyarakatan

07.04 Indeks Pembinaan Khusus Anak

07.05 Indeks Pengelolaan Basan Baran

07.06 Indeks Pelayanan Tahanan

08 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman
dan Tertib
Indikator Kinerja Program :

08.01 Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan

5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 985,846,000 985,846,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

01 Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan

02 Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan

03 Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil

04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami

05 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan

06 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus

07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-

08 Persentase perubahan kualitas hidup

01 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

02 Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan

03 Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan

01 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan

02 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

03 Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan



2Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408774)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (05)

SULAWESI SELATAN: (19)

Ditjen Pemasyarakatan

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

Indikator Kinerja Kegiatan :

04 Persentase Narapidana resiko tinggi  yang berubah

05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan

06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi

01 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga

02 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang

01 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

02 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

03 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh

04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan

01 Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau

02 Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan

03 Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

01 Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan

02 Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

03 persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai

04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non

5252.AEA               10.00 kegiatan 399,479,000 399,479,000Koordinasi [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01
Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar

001                   10.00
kegiatan 399,479,000 399,479,000Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan

di Wilayah
Indikator RO

01
Presentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar

5252.AEF              112.00 orang 380,206,000 380,206,000Sosialisasi dan Diseminasi [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01
Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar

001                  112.00 orang 380,206,000 380,206,000Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah

Indikator RO

01
Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar

5252.BHB               12.00 operasi,
Hari Operasi 206,161,000 206,161,000Operasi Bidang Keamanan [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01 Persentase pengaduan yang diselesaikan

02 Persentase pencegahan gangguan kamtib

03 Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan
kamtib secara tuntas

05 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar



3Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408774)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (05)

SULAWESI SELATAN: (19)

Ditjen Pemasyarakatan

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

Indikator KRO

06 Persentase gangguan kamtib yang ditindak dan ditanggulangi
sesuai standar

001                   12.00 operasi 206,161,000 206,161,000Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di
Wilayah
Indikator RO

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

Makassar, 2 Januari 2023



  

DOKUMEN RKT 

DIPA DITJEN IMIGRASI – 

408775 

TA 2023 



1Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408775)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (06)

SULAWESI SELATAN: (19)

Ditjen Imigrasi

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,772,417,000 1,772,417,000

Sasaran Program :

04 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan
Keimigrasian
Indikator Kinerja Program :

04.01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian

05 Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan,
Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian
Indikator Kinerja Program :

05.01 Indeks Pengamanan Keimigrasian

5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan
dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 1,772,417,000 1,772,417,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian

02 Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

5254.AEA               12.00 kegiatan 1,316,748,000 1,316,748,000Koordinasi [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01 Jumlah Pembinaan dan koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian

002                   12.00
kegiatan 1,316,748,000 1,316,748,000Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian

Indikator RO

01 Jumlah Pembinaan dan koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian

5254.BHB               12.00 operasi,
Hari Operasi 308,607,000 308,607,000[SBK] Operasi Bidang Keamanan [Base Line] 19.51 KOTA

MAKASSAR
Indikator KRO

01 Jumlah Operasi Bidang Keamanan di Wilayah

U01                    8.00 operasi 42,440,000 42,440,000Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah

U02                    2.00 operasi 52,223,000 52,223,000Operasi Mandiri di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah

U03                    1.00 operasi 89,463,000 89,463,000Operasi Gabungan di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah

U04                    1.00 operasi 124,481,000 124,481,000Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah

5254.BKA                2.00 laporan 147,062,000 147,062,000[SBK] Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat [Base
Line] 19.51 KOTA MAKASSAR
Indikator KRO

01 Jumlah Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat

001                    2.00 laporan 147,062,000 147,062,000Pengawasan Orang Asing

Indikator RO



2Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408775)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (06)

SULAWESI SELATAN: (19)

Ditjen Imigrasi

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

01 Jumlah Pengawasan Orang Asing

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

Makassar, 2 Januari 2023



  

DOKUMEN RKT 

DIPA DITJEN KI – 408776 

TA 2023 



1Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408776)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (07)

SULAWESI SELATAN: (19)

Ditjen Kekayaan Intelektual

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,759,074,000 1,759,074,000

Sasaran Program :

03 Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia

Indikator Kinerja Program :

03.01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan
Intelektual

5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah 1,759,074,000 1,759,074,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah

02 Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan

01 Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan

02 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran

03 Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di

5253.BDC              505.00 Orang 1,554,896,000 1,554,896,000Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line] 19.51 KOTA
MAKASSAR
Indikator KRO

01
Jumlah Orang yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
dalam rangka peningkatan pemahaman tentang Kekayaan
Intelektual di wilayah

001                  200.00 Orang 836,171,000 836,171,000Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator RO

01
Jumlah Orang yang Mendapatkan Informasi Kekayaan Intelektual
melalui Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi di wilayah

002                   50.00 Orang 153,026,000 153,026,000Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di
Wilayah
Indikator RO

01
Jumlah Orang yang Mendapatkan Informasi melalui Kegiatan
Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap Pelindungan KI di
Wilayah

003                  255.00 Orang 565,699,000 565,699,000Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah orang yang mendapatkan fasilitas pendampingan
pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual

5253.BKB                3.00 laporan 204,178,000 204,178,000Pemantauan produk [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01 Jumlah Laporan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan
Intelektual di Wilayah

001                    3.00 laporan 204,178,000 204,178,000Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di
Wilayah
Indikator RO

01 Jumlah Laporan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual
di Wilayah

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

Makassar, 2 Januari 2023



  

DOKUMEN RKT 

DIPA DITJEN PP – 408777 

TA 2023 



1Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408777)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (08)

SULAWESI SELATAN: (19)

Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi 318,319,000 318,319,000

Sasaran Program :

01 Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang
berkualitas
Indikator Kinerja Program :

01.01 Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan
yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan

01.02 Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga
perancang peraturan perundang-undangan

01.03 Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
yang diselesaikan sesuai dengan permohonan

5250 Penyelenggaraan  Fasilitasi Pembentukan Regulasi di
Wilayah 318,319,000 318,319,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5250.ABD
              34.00
Rekomendasi

Kebijakan, Kajian
304,669,000 304,669,000Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 19.51 KOTA

MAKASSAR

Indikator KRO

01 Persentase rancangan peraturan daerah yang difasiltasi sesuai
dengan permohonan

001                   34.00
Rekomendasi

Kebijakan
304,669,000 304,669,000Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah

Indikator RO

5250.ADG               21.00 Orang 13,650,000 13,650,000Standarisasi Profesi dan SDM [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

02 jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah
yang mendapatkan pembinaan

001                   21.00 Orang 13,650,000 13,650,000Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah

Indikator RO

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

Makassar, 2 Januari 2023



  

DOKUMEN RKT 

DIPA DITJEN HAM – 408778 

TA 2023 



1Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408778)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (09)

SULAWESI SELATAN: (19)

Ditjen Hak Asasi Manusia

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM 288,328,000 288,328,000

Sasaran Program :

01 Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif
HAM
Indikator Kinerja Program :

01.01 Persentase Kab/Kota Peduli HAM

01.02 Persentase penanganan dugaan pelanggaraan HAM yang
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

01.03
Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
publik berbasis HAM

5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah 288,328,000 288,328,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi

02 jumlah kab/kota peduli HAM

03 Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil

01 Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak

5255.ABD
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

16,178,000 16,178,000Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 19.51 KOTA
MAKASSAR

Indikator KRO

03 Jumlah Rekomendasi Analisis Produk Hukum Daerah dari
Perspektif HAM

003                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
16,178,000 16,178,000Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah

Indikator RO

01 Jumlah Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum
Daerah dari Perspektif HAM Kanwil

5255.BAH
               1.00 layanan,

bidang, dokumen,
Miliar Rp, titik

50,700,000 50,700,000Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01 Jumlah Pelayanan Publik terhadap permasalahan HAM yang
ditindak lanjuti di Wilayah

001                    1.00 layanan 50,700,000 50,700,000Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

5255.BDB                3.00 Lembaga,
Unit Kerja, Tim 164,340,000 164,340,000Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 19.51 KOTA

MAKASSAR
Indikator KRO

01 Jumlah Diseminasi P2 HAM di Wilayah

02 Jumlah Koordinasi antar Lembaga

03 Jumlah Penyediaan Data Pemajuan HAM

002                    3.00
Lembaga 164,340,000 164,340,000Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM
di Wilayah

5255.FBA
               1.00 Daerah

(Prov/Kab/Kota),
Provinsi, Kab/Kota

57,110,000 57,110,000Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah [Base Line] 19.51
KOTA MAKASSAR

Indikator KRO



2Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408778)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (09)

SULAWESI SELATAN: (19)

Ditjen Hak Asasi Manusia

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

Indikator KRO

01 Jumlah Kota/Kab Peduli HAM

001                    1.00
kegiatan 57,110,000 57,110,000Pengumpulan Data dan Pendampingan Kab/Kota Peduli HAM

Indikator RO

01 Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Proses Penilaian Kriteria
Kab/Kota Peduli HAM

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

Makassar, 2 Januari 2023



  

DOKUMEN RKT 

DIPA BPHN - 408779 

TA 2023 



1Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408779)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (10)

SULAWESI SELATAN: (19)

Badan Pembinaan Hukum Nasional

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

013.10.BB Program Pembentukan Regulasi 134,063,000 134,063,000

Sasaran Program :

02 Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan
peninjauan/analisis dan evaluasi hukum
Indikator Kinerja Program :

02.01
Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan
evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan
oleh pembuat kebijakan

02.02
Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam
Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke
Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan

5256 Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan
Evaluasi Produk Hukum di Wilayah 134,063,000 134,063,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan

5256.ABD
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

51,119,000 51,119,000Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 19.51 KOTA
MAKASSAR

Indikator KRO

01 Jumlah rekomendasi pemantauan dan evaluasi produk hukum
di daerah

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
51,119,000 51,119,000Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah

Indikator RO

01
Presentase rekomendasi hasil analisis dan Evaluasi peraturan
perundang-undangan pada tahun sebelumnya yang
dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan pada tahun berjalan

5256.BDB                1.00 Lembaga,
Unit Kerja, Tim 82,944,000 82,944,000Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 19.51 KOTA

MAKASSAR
Indikator KRO

01 Jumlah Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah
Daerah

001                    1.00
Lembaga 82,944,000 82,944,000Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah

Indikator RO

01 Persentase RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas
Tahunan



2Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408779)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (10)

SULAWESI SELATAN: (19)

Badan Pembinaan Hukum Nasional

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

013.10.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 3,263,829,000 3,263,829,000

Sasaran Program :

11 Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Indikator Kinerja Program :

11.01 Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi
hukum

11.02 Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

11.03 Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

11.04 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

4841 Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di
Wilayah 3,263,829,000 3,263,829,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani

02 Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang

03 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

04 Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang  terbentuk di

05 Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

4841.BDD               12.00
Kelompok Masyarakat 155,000,000 155,000,000Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat [Base Line] 19.51

KOTA MAKASSAR
Indikator KRO

01 Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di
masing-masing wilayah

02 Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah

001                   10.00
Kelompok Masyarakat 136,300,000 136,300,000Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum

Indikator RO

01 Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan
kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum

002                    2.00
Kelompok Masyarakat 18,700,000 18,700,000Layanan Penyuluhan Hukum

Indikator RO

01 Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan
tidak langsung kepada masyarakat

4841.BIC
              30.00 Lembaga,
Laporan, Badan Usaha,

Penyalur, Keputusan 118,649,000 118,649,000Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 19.51 KOTA
MAKASSAR

Indikator KRO

01 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

001                   30.00
Lembaga 118,649,000 118,649,000Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum

Indikator RO

01 Jumlah pengawasan layanan bantuan hukum

4841.BMA
               6.00 layanan,

dokumen, publikasi,
Wilayah, Peta, Data,

Lokasi
88,690,000 88,690,000Data dan Informasi Publik [Base Line] 19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01 Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

02 Jumlah Layanan Perpustakaan di Kantor Wilayah



3Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408779)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (10)

SULAWESI SELATAN: (19)

Badan Pembinaan Hukum Nasional

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

001                    5.00 layanan 83,430,000 83,430,000Fasilitasi JDIHN

Indikator RO

01 Jumlah Fasilitasi JDIHN di Seluruh Kantor Wilayah

002                    1.00 layanan 5,260,000 5,260,000Layanan Perpustakaan Hukum

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Perpustakaan di Kantor Wilayah

4841.QBA              300.00 Orang 2,400,000,000 2,400,000,000[SBK] Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] 19.51
KOTA MAKASSAR
Indikator KRO

01 Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

U01                  300.00 Orang 2,400,000,000 2,400,000,000Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

Indikator RO

01 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang
memperoleh bantuan hukum litigasi

4841.QBC
              47.00

Kelompok Masyarakat,
Kegiatan

501,490,000 501,490,000[SBK] Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat [Base Line]
19.51 KOTA MAKASSAR

Indikator KRO

01 Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

U01                   47.00
Kegiatan 501,490,000 501,490,000Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

Indikator RO

01 Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau
Kelompok Masyarakat Miskin

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

Makassar, 2 Januari 2023



 

DOKUMEN RKT 

DIPA BALITBANG KUMHAM - 

408780 

TA 2023 



1Halaman :

KOTA MAKASSAR: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI: (013)

BAGIAN-A

: (408780)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (11)

SULAWESI SELATAN: (19)

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

TAHUN ANGGARAN 2023

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

013.11.WA Program Dukungan Manajemen 216,396,000 216,396,000

Sasaran Program :

08

Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil
analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan
hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak
asasi manusia
Indikator Kinerja Program :

08.01

Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis
strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi
manusia

08.02 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

5248 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan HAM di Wilayah 216,396,000 216,396,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan hukum dan

02 Hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia

5248.ABD
               4.00

Rekomendasi
Kebijakan, Kajian

216,396,000 216,396,000Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 19.51 KOTA
MAKASSAR

Indikator KRO

01
Persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan hukum dan
asasi manusia di wilayah sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan

001                    3.00
Rekomendasi

Kebijakan
207,096,000 207,096,000Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di

Wilayah

Indikator RO

01
Persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan hukum dan
asasi manusia di wilayah sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan

002                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
9,300,000 9,300,000Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi

Manusia di Wilayah

Indikator RO

01 Hasil analisis strategi kebijakan  hukum dan hak asasi manusia
yang disosialisasikan di wilayah

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

Makassar, 2 Januari 2023
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